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BUPATI KATINGA$,

bahwa dalam rangka meningkatkan e{isiensi, efektivitas,

t **p*r***i carl a.1n:r:tabilitas perryc{::ggaraen
p"*"if"t"lran dan pelayanan lepad1 malrarakat' perlu

dit*t*pt"r, Stand; Operasional^ trrosedur

p"rry*-X"*ggaraan pemerintlhan pada Sati:3* Kerja

ir"ri"gt "t Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Katingan;
bahwa dalam p"iyo*,rttan Standar Operaslonal.Prosedur
pada satuan Iierja perangkat Daerah diperlukan
pedoman; - ,L*n** berdasarkan pertirnbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
perafuren Brrpati tentang Pedoma* Petlrusunan standar
Operasional Penyel"ngg"raatt Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggara€rn NJgara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi

aan Nepitisme {Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 
-lggg 

Nomor 75, Tambahan lxmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 385);

Undang.UndarrgNomorSTahun2aa2tentang
pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau'

*abriparen Gunuag Mas' Kabupaten Pulang Pisag,

Kabupaten Mrrung R"y" dan Kabupaten Barito Timur di
prolrin*i Kal;-"$eI1tan ?iagah {t embarae Negara Republik
Indonesia ?ahun 2*02 Nomor 18, Tambahan Ixmbaran
Negar* Republik Indonesia Nomor 4180);

lJnda-ng - Und*r:g Nomar 32 Tahun 2Gtli tentang
pes:*ri:rtah*n 13Jerah ilembaran Negara Republik

tr*de*r*ia ?a}:ur: ?ffi4 F+*n$r 125, Tambaha* L*nbaran
$e*gara *eplrblik tr5}d*reeeia Ncmer 443C sebag*fu:ra*a

b.

c.

Mengingat : L.

2.

3.



telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun

2OO8 tentang peruuahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tihun 2AO4 Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8
tamuatran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor

48r'.41:.

4.Undang-UndangNomort4Tahun2o0Stentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nouror 61, Tambahan
LembaranNegara.RepubliklndonesiaNonnoraSa6|;

5. undang - undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Talrun 2aa9 Nomor 1-12, Tam.bahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5O38);

6.UndangUndangNomorL2Tahun2o]-ltentang
Pembentukan Peraturan Perundang
(Lembaran Negara Republik Indonesia

undangan
Tahun ?OLL

Nomor 82, Ta.mbahan Lernbaran Negirra

Indonesia Nornor 523a1;

Republik

7. Undang undang Nomor 5 Tahun 2oL4 tentang

Aparatur sipil Negara {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2aL4 Nomor 6, Tambahan kmbaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 549a);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2oa7 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia ?ahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 47371;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2OO7 tentang

organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara

Republik Ind.onesia Tahun 2oa7 Nomor 89, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 47471;

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO tentang

Disiplin Pegawai Negeri sipil {Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2olo Nomor 74, Tarrbahan Lembar€Ln

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

l l.Pera.furan Daerah Nomor 3 Tal.ua 2OO8 tentang

Pembagian Urrrsan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 3);

l2.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OtL tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten l(atingan
Nornor 4 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja

sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD l(abupaten

Katingan (Lembaran Daerah Tahun 2O11 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Pembahan atas Perafuran Daerah Kabupaten Katingan

Nomor 5 Tahun 2OO8 tenta:rg organisa.si dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Tahun 2}ll Nornor 3);



Menetapkan

14. peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan

Nonsor 6 Tahun 2oo8 tentang organisasi dan Tata Kerja

Dinas Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah

KabupatenKatingan(LembaranDaerahTa.hun2all
Nomor 4);

15. peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor :

per 121/M.PAN I lL I2OOS tentang Pedoman PenSrusunan

standar operasional Prosedur (soP) Administrasi

Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011

tentang standar operasional Prosedur di Lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

l7.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 1 Ta"hun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan'

2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah BuPati Katingan'

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.

5. Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan-

6. Unit Kerja adalah bagran dari struktur organisasi SKPD yang

melaksanakan kegiatan.

T. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai

proses penyelenggaraan tugas, bagaimana dan kapan harus dilakukan di
rnana dan oleh siaPa dilakukan.



8. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan yang

dilaicsanakan oleh Pernerintah Daerah'

g. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis- pelayanan yalg $lakukan SKPD

kepada seluruh unit atau p"g**; yang berada dalam lingk'ngan internal

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya'

10. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis, pelayanan yang dilaksanakan

oleh SKPD A*p"a" masyarakat atau kepada iastansi pemerintah lainnya

sesuai dengan ttlgas pokok dan fungsinya'

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka

memberikan p"ao** bagi SKPD dalam mengidenti{ikasi, merumuskan,

men,rusun d; mengembingkan SOP sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinYa.
{2} Tujian disusunrrya peraturan Bupati ini adalah:

a. rnembantu SKPD dalam penJrusunan SOP;

b. meningkatkan tertib 
- *b*inistrasi dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan Pemerintahan ;

c. menyempirnakan proses penyelenggaraan pemerintahan;dan

d. menLgtott a, kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENTUSUNAN DAN PEI,AKSANAAN SOP

Bagran Kesatu

Prinsip PenYusunan SOP

Pasal 3

Prinsip penJrusunan SOP meliPuti:
a.. kemudahan dan kejelasan;
b. efisiensi dan efektivitas;

keselarasan;
keterukuran;
dinamis;
berorientasi Pada Pengguna;
kepatuhan hukum;dan
kepastian hukum.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Pasal 4

tU prinsip kemudahan dan kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
' ' 

huruf- a, maksudnya bah*a prosedur yang distandarkan harus dapat

dengan mudah dimingerti dan diterapkan oleh semua pegawai.

(2) prin"sip efisiensi dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
' ' huruf b, maksudnya bahwa prosedur yang distandarkan harus merupakan

prosedur yang pdingelisien dan efektif dalam pelaksanaan fugas'
(3) ilrinsip t.r"I**"rrr- sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 huruf c,

maks,rdny" bahwa pro".dur yang distandarkan harus selaras dengan

prosedur standar lain yang terkait.



(4) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,

rnaksudny. iJ** outryti*i pto*edur yang distandarkan mengandung

unsur kualitas tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya'

tq pri;;ip dinarnis sebagai*"rr" dimatsua dalam Pasal 3 huruf e, maksudnya

bahwa prosedur yan; distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan

dengarrkebutuhanpeningkatarrkualitaspelayanan.
(O) ffirisip berorientasi pada-pengguna sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3

huruf f , maksudnya 6"ft*" prosedur yang distandarkan harus

mempertimbangkan kebutuhan peng$u1a:

1Z) erinsip kepatui'an hukum setagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g,

maksudnya bahwa prosedur yang distandarkan harus memenuhi

ketentuan / peraturan perundang - undangen'
(g) Prinsip kepastian hukum sebagaimat? dimaksud dalam Pasal 3 huruf h,

maksudrrya bahwa prosedur v"t s distandarkan harus ditetapkan oleh

pimpinan- *"UgSX seluah produk t utum yang ditaati, dilaksanakan dan

*"r,i"ai instruiren untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan
hrrkurn.

Bagran Kedua

Prinsip Pelaksanaan SOP

Pasal 5

Prinsip pelaksanaan SOP meliPuti:
a. konsisten;
b. komitmen;
c, perbaikan berkelanjutan;
d. mengikat;
e. seluruh urrsur memiliki peran penting; dan
f. terdok'umentasi dengan baik.

Pasal 6

(1) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,

maksrdny* bahwa SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu
ke waktu, oleh siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh pegawai.

{2} Prinsip komitm€; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b'
' ' maksudnya bahwa SOP 

-harus dilaksanakan dengan komitmen seluruh
jajaran oiganisasi, dari level terendah sampai tertinggi.

(3) Hnsip pJrbaikan berkelanj sebagarmana dimaksud dalam Pasal 5
' ' huruf c, maksudnya bahwa pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap

penyempurntlEul penyempufnaan untuk memperoleh prosedur yang

Uenar - benar elisien dan efektif.
(a) Prinsip mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
' ' 

maksudnya tun*, SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan
tugasnya sesuai d.engan prosedur standar yang telah ditetapkan'

{S) prinsip seluruh unsu.r memiliki peran penting seb,agaimana dimaksud' ' 
dalam pasal 5 huruf e, maksudnya adalah seluruh pegawai memiliki peran

tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan dan jika peglwai
tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan

mengganggu keseluruhan proses yang akhirnya berdampak pada proses.

(O) prinfii tilOotcumentasi dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
' ' huruf- e, maksudnya bahwl seluruh prosedur yang telah distandarkan

harus didokunrentasikan dengan baik, sehingga selalu dapat dijadikan
referensi bagi setiap mereka yang rnemerlukan'



Pasal 7

Ruang lingkup soP meliputi seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan

J"" p?*berian pelayanarrinternal maupun eksternal SKPD.

BAB V

PENYUSUNAN SOP

Bagian Kesatu

PenYusun

Pasal 8

SKPD wajib men]rusun SOP pada setiap kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsinYa.
Pen5rusunan soP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Unit Kerja.
Proses pen]rusunan SOP pada SKPD ditentukan sebagai berikut:

a. padl seuetariat Daeiah dikoordinir oleh Kepala Bagian orgasrisasi;

b. pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Katingan

dikoordinir oleh Kepala Bagran Umum;
c. pada Dinas, Badarl Kantor, Kecamatal dan Kelurahan dikoordinir oleh

bekretaris/yang memiliki fungsi kesekretariatan;
d. pada Rumah Sitit Umum Dierah Mas Amsyar dikoordinir oleh Kepala

bub Bagian Tata Usaha/ Kepegawai ar,;

soP sebag*i*urr" dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Kepala SKPD.

(1)

{2)

(3)

BAB IV

RUANG LINGKUP SOP

Bagian Kedua

Syarat

Pasal 9

Syarat SOP meliPuti:
u. mengacu kepada peraturan perundang - undangan;
b. mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi;
c. memperhatikan identifikasi kebutuhan SOP;

d. memperhatikan SOP yang telah dibakukan;
e. melibatkan minimal 2 {dual orang atau pihak; dan
f. menghasilkan paling sedikit 1 (satu) outputtertentu.

Bagian Ketiga
TahaPan Pen3rusunan SOP

Pasal 1O

(1) Tahapan Penyusunan SOP meliputi:
a. persiapan;
b. penilaian kebutuhan;
c. pengembangan;
d. penerapan; dan
e. pemantauan dan evaluasi-

{41



{2} Uraian t*hap pel}y-L1sur}a:r $OP, fcrmat, *ara pengisian dan. e*ntofi ${}P

sebagai.rr:ana tercLtum daiam Lampiran yang tidak terpisahkan dari

Ferafi:ran BuPati i:ri"

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 1 1

Kepaia sKPD/unit Keqa x'ajib mela,kukan perna:rtauan', evalur*'si dan

p"iJ"*"san internal terhadap pelaksanaan SoP'

Kepala SKPD/Unit Kerja aapat meiakukan pengembangan soP sesuai

ciengan ketentuaai peraturan perun<iang - untiangan'

Pasal 12

Dala-m ra::gka- eJi=siensi ela-n efektivitas atas pelaksanaan soP, dilakukan

evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun oleh unit organisasi

penyelenggara ke giatan.
Evaluasi sop difrat dilakukan oleh Bagian orgariisasi sekretariat Daei'ah

r"U"p"i*n xatinlan atau lembaga independen yang diminta bantuannya

oleh Pemerintah Daerah' erl' rrilrrr**n: kebutuhanperbaikan atau perubahan soP eiilaksanakan sesual '

SKPD/Unit Kerja masing - masing'

t r.l

t2\

{1}

14l

t3i

BAB VII

KETEN?LIAN FENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiaP orang
Bupati ini dengan

Diundangkan di Kasongan
padatanggal 30 - 9-2AL4

DAERAH
NGAN,

fetapkan di Kasongan
38 ScFtennber tB1{r

N,

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura::

penempatannya dalan"r Berita Daerah Kabupaten Katingan'

DAERAH KABUPATEN
6Eflh NTIMOR 16e

s
KATINGAN



I,AMPIRAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR :

TENTANG : PEDOMAN PEI{YUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

A. TAHAPAN PEI{YIJSUNAN SOP

TahaPan Penlrusunan SOP meliputi:

1. PersiaPan

a. Menginformasikan kepada seluruh unit kerja tentang kegiatan

Pen1rusunan SOP'

b. Mengumpulkan data dan melakukan analisis terhadap prosedur yang

sudah berjalan'

2. Penilaian Kebutuhan

a. Penilaian Kebutuhan soF yang akan disusun dan perubahan

perubahan yang diperlukan dengan mempertimbangkan :

1) Lingkungan organisasi dalam melaksanakan operasinya seperti

komposisi unit - unit kerja, jumlah pegawai, jumlah pelayanan yang

dilaksanakan, sumber sumber daya yang dibutuhkan, tugas

pokok dan fungsi yang dijalankan sarana dan prasarana dan

lainnya.

2l peraturan - peraturan yang memberi pengaruh dalam penJrusunan

SOP.

b. MenSrusun rencana tindak penilaian kebutuhan sehingga perlu disusun

sebuah rencana dan target - target yang jelas'

c. Melakukan penilaian kebutuhan terhadap SOP dalam rangka

penyempurnaan soP dan mengevaluasi soP yang sudah ada'

d. Membuat daftar SOP yang akan dikembangkan'

e. Membuat daftar dokumen penilaian kebutuhan soP.

3. Pengembangan SOP

a. Mengumpulkan informasi dan identifikasi Alternatif SOP.

Berdasarkan penilaian kebutuhan dapat ditentukan berbagai informasi

yang dibufuhkan untuk pengembangan SOP. Jika identifikasi berbagai

informasi sudah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah memilih

teknik pengumpulan datanYa.



Adapun teknik pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk

mengembangkan SOP adalah sebagai berikut:

1 . Teknik brainstorming/urur, rembuk

Dilakukan pada kondisi penyusun tidak memiliki cukup informasi

yang diperlukan dalam pengembangan soP. Keberhasilan teknik ini

terletak pada siapa yang menjadi peserta dan kemampuan

pimpinan diskusi dalam memandu brainstorming. Dalam teknik ini

sebaiknya juga disusun term of rekrene (kerangka acuan' kerja)

yang memuat antara lain: latar belakang dilakukannya diskusi,

tujuan dan sasaran diskusi, siapa yang menjadi peserta, jadwal dan

lainnya.

2. Teknik foans group discnssion {diskusi kelompok)

Dilakukan jika per{rusun telah memiliki informasi prosedur

prosedur yang akan distandarkan tetapi ingin lebih mendalaminya

dari orang orarlg yang dianggap menguasai secara teknis

berkaitan dengan informasi tersebut' Focas group discussfon akan

bermanfaat dalam menentukan prosedur - prosedur yang dianggap

elisien cePat dan tePat.

3. Teknik wawancara

Dilakukan jika pen]rusun ingrn mendapatkan informasi secara

mendalam dari seor ang keg informant (nara sumber) yaitu orang

yang menguasai secara teknis berkaitan dengan prosedur

prosedur yang akan distandarkan. Keberhasilan teknik ini

tergantung dari instrumen yang digqnakan 1,o1:a sumber yang

benar - benar tepat dan pewawancara. Instrumen yang digunakan

untuk melakukan wawancara adalah pedoman wawancara'

4. Teknik survei

Dilakukan jika penyusun ingin memperoleh informasi dari sejumlah

besar orang yang terkait dengan pelayanan melalui representasinya

yang dipilih secara acak yang kemudian disebut responden' Teknik

ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas

pelayanan apa yang diinginkan oleh masyarakat/pelanggan'

Keberhasilan teknik ini terletak pada instrumen yang akan

disebarkan kepada responden. Kuesioner harus memenuhi kriteria

valid dan reliabel.

5. Teknik benchmark (penggunaan suatu nilai standar)

Dilakukan jika penyusun memandang bahwa terdapat banyak unit

sejenis yang sudah memiliki soP dapat dijadikan contoh untuk

pengembangan SOP. Teknik ini harus direncanakan dengan baik,

pada tahap perencanaan, ditentukan pemilihan unit yang akan



b.

dijadikan benchmark, informasi yang akan dicari, metode

pengumpulan data dan jadwal pelaksanaannya. Keberhasiian

teknik ini terletak pada pemilihan unit yang akan dijadikan

benchmark dan identifikasi informasi yang akan dicari ketika

dilakukan benchmark

6. Telaahan dokumen

Dilakukan untuk memperoleh informasi sekunder dari dokumen -

dokumen pemerintah berkaitan dengan peraturan perundang -
undangan yang terkait dengan peraturan perundang - undanga-Il

yang terkait dengan prosedur yang akan distandarkan' Agar

telaahan dokumen dapat dilakukan secara cepat dan efisien maka

perlu ditetapkan suatu pedoman telaahan dokumen' Ketelitian

penelaahan dokumen akan sangat membantu tim dalam

merumuskan soP yang sejalan dengan peraturan peraturan

perundang - undangan yang berlaku'

Analisis dan Pemilihan alternatif

Analisis terhadap alternatif alternatif prosedur yang berhasil

diidentifikasi untuk dibuatkan standarnya dilakukan setelah berbagai

informasi terkumpul. Proses analisis ini akan menglrasilkan prosedur -
prosedur yang telah dipilih, baik berupa penyempurnaan prosedur -
proseduryangsudahadasebelumnya,pembuatanproseduryang
sudah ada namun belum distandarkan, atau prosedur - prosedur yang

belum ada sama sekalilbaru.

Penulisan SOP

Penulisan SOP dengan format yang berlaku'

Pengujian dan riviu SOP

proses pengujian dan riviu kemungkinan akan memaksa pen]rusun

untuk kembali pada proses - proses pengumpulan data dan analisis'

karena masih memerlukan informasi - informasi terbaru/tambahan

yang sebelumnya tidak dipikirkan. Langkah - langkah pengujian dan

riviu dilakukan sebagai berikut:

U Sebelum dilakukan Pengujian,

kepada Pihak Pihak YtrLg

hasil penulisan SOP dikirimkan

secara langsung terlibat dalam

prosedur dimaksud, untuk memperoleh masukan - masukan.

2l Melakukan simulasi - simulasi untuk melihat sejauh mana soP

yang telah dirumuskan akan dapat berjalan sesuai dengan

kondisi senYatanYa.

3) proses simulasi akan menghasilkan berbagai masukan yang harus

ditindaklanjuti oleh penJrusun pengembangan'

c.

d.



4.

e. Pengesahan SOP

Froses pengesahan merupakan tindakan pengaorbilan keputusan oleh

Kepala SKPD. Proses ini meliputi penelitian ulang terhadap prosedur

yafrg distandarkan, Kepala SKPD akan mengarnbil keputusan yang

mungkinmengharuskanpen]rusunbekerjakembaliuntuk
merumuskan sesuai dengan keputusan yang telah diambil atau

seluruh prosedur yang telah dirumuskan disetqiui oleh Kepala SKPD'

Penerapan

a. Perencanaan dan Penerapan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami banyaknya soP

yang perlu diterapkan, konsekuensi penerapan soP, target penerapan

dan kompetensi pegawai dalam penerapan soP dan pemantauan soP'

pertanyaan yang dapat dijadikan alat bantu dalam menentukan

langkah-langkahpenyusunanrencanaadalah:

1) Berapa banyak soP yang perlu diterapkan atau seberapa besar

perubahan yang terjadi terhadap soP yang telah ada selama ini'

Makin banyak SOP yang akan diterapkan makin rumit proses

penerapannya. Oleh karena itu perlu disusun prioritas terhadap

soP mana yang akan diterapkan terlebih dahulu, di unit - unit

rn€ula saja soP yang akan diterapkan dan siapa saia yang akan

bertanggungiawab dalam proses penerapannya'

2l Apa saja yang dapat menjadi konsekuensi/akibat bila soP ini

tidakdapatditerapkansecar€Lcepatdanefektif?Dalam
pertanyaan ini perhr dipertimbangkan dampak yang diakibatkan

bila SOp yang akan diterapkan tidak diimplementasikan secara

tepat dan dampak yang muncul bila SOP diimplementasikan

dengan tePat-

3) Srapa yang rnenjadi taryet penerapan? Setiap SOP

dirumuskan akan menunjukkan siapa yang akan berperan

dalam melaksanakan prosedur tersebut, apa tugas masing -
masing individu dan waktu pelaksanaan prosedur dan target

Yang akan dicaPai'

4l Informasi apa yang akan disampaikan kepada target

Penerapan SOP?

5) Cara apa yang efektif dilakukan dalam menyebarluaskan

informasi rnengenai SoP/perubahan soP dalam organisasi

6) Apakah diperh.lkan pelatihan untuk memastikan bahwa

pegawai akan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam

Penerap€ul SOP Yang baru?



5.

7|sejauhmanadibutuhkanpegawaibarudalamproses
Penerapan SOP?

8) Bagaimana caranya memantau dan meningkatkan kinerja

organisasi?

9}ApakahSoPakanlebihefektifbiladiterapkanbila
menggunakan pembahan secara terbuka dan sekaligus atau

menggunakanperubahanSecarabertahapdalamsuatu

Periode tertentu?

b. Pemberitahuan
penyebarluasall inforrnasi perubahan meliputi tahapan tahapan

sistematis rnulai dari lang!<ah rnemperkenalkan SOP/sosialisasi'

pengurnurnan dalam rapat rapat pelaksana sampai dengan

pengintegrasian SOP.

c. Distribusi dan aksesibilitas

penggunaan soP oleh pegatrai sesuai dengan tugas dan fungsi

sehingga dapat diakses oleh pengguna dan penanggungiawab soP

dimaksud.

d. Pelatihan pemahaman (apabila diperlukan)

Pelatihan yang dilakukan dalarn benhrk formal dan informal agar SOP

dapat diterapkan dengan baik, pada akhir pelatihan diperlukan adanya

supervisi sampai soP benar - benar dikuasai oleh para pelaksana'

Monitoring dan Evaluasi

a, Monitoring
proses ini diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja

pelaksana sesuai dengan rnaksud dan tujuan yang tercantum dalam

soP yang baru, mengidenti{ikasi permasalahan yang mungkin timbul

dan menentukan cara r:ntuk rneningkatkan hasil penerapan' Proses

rnonitoring ini dapat berr-lpa observasi supewisor, irtteruiew dengan

pelaksana, diskusi kelompok kerja, pengarahan dan pelaksanaan'

b. Evaluasi

Merupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap serangkaian

proses operasi dan aktivitas yang telah dibakukan dalam bentuk soP

dari sebuah organisasi dalam rangka menentukan efektivitas

pelaksanaan tugas d.an fungsi organisasi secara keseluruhan'

1. Dari sisi substansi, evaluasi dilakukan denga:e mengacu pada

pertanyaan - pertarryaan sebagai berikut:

1) Sejauh mana soP yang diterapkan dapat mendorong

peningkatan kinerja individual, unit kerja dan organisasi secara

keseluruhan?



2l Sejauh mana SOP yang diterapkan mampu dipahami dan

dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana?

3) Sejauh mana setiap orang yang ditugasi melaksanakan prosedur

tertentu sudah mampu melaksanakannya dengan baik?

4l Sejauh mana diperlukan penyempurnaan penyempurnaan

terhadap SOP yang telah diterapkan atau bahkan sejauh mana

diperlukan SOP Yang baru?

5) Sejauh mana soP yang diterapkan mampu mengatasi berbagai

masalahyangakandipecahkanmelaluipenerapanSoP?

6) Sejauh mana soP yang diterapkan mampu menjawab tantangan

perubahan lingkungan organisasi?

7l sejauh mana soP yang diterapkan dapat berjalan secara

sinergis satu dengaa Yang lainnYa?

2. Dari sisi proses penerapan, pertanyaan - pertanyaan yang dapat

diajukan dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

a)Sejauhmanastrategipenerapanyangtetahdilakukan
berhasil mendorong penerapan SOP secara benar?

b) sejauh mana tingkat penerimaan para pelaksana terhadap

SOP Yang teiah diteraPkan?

c) sejauh mana tim * tim yang telah dibentuk mampu bekerja

secara efektif dari mulai proses penilaian kebutuhan sampai

pada Proses monitoring?

d) sejauh mana mekanisme supervisi rnampu berjalan dengan

baik?

e) sejauh mana pelatihan pelatihan diberikan kepada para

pelaksanasecarabenarsehinggamampumemperlarrcar
proses penerapan?

0 sejauh marla resiko resiko akibat perubahan soP dapat

ditangani dengan baik?

Keberhasilan evaluasi tidak hanya terletak pada bagaimana informasi

dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan - pertanyaan di atas, namun

juga ditentukan pad"a siapa yang melakukan evaluasi {evaluator)'

Evaluasi SOP setidaknya dilakukan oleh penyusun SOP tersebut,

karena keterlibatannya sejak awal dipandang dapat memperhatikan

detail - detail yang termuat dalam soP tersebut sehingga mampu

melihat mana detil uang perlu diubah, disenrpurnakan atam dibuatkan

yang baru.



{21 uraian tahap pen]rusunan soP, format, cara pengisian dan contoh soP

sebagaimana terclntum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAVTASAN

Pasal 11

Kepala SKPD/Unit Kerja wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan

p"t g**"san internal terhadap pelaksanaan SOP'

Kepala sKPD/Unit Kerja aapat melakukan pengembangall soP sesuai

dengan ketentuan/peraturan perundang - undangan'

Pasal 12

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan soP, dilakukan

evaluasi "."*" berkala paling sedikit 1 (satu) tahun oleh unit organisasi

penyelen ggara ke giatan.
(2) Evaluasi soF Jaiat dilakufan oleh Bagian organisasi sekretariat Daerah
' ' K"brrpaten r"tirg* atau lembaga independen yang diminta bantuannya

oleh Pemerintah Daerah'
(3) perbaikan .1", perubahan SoP dilaksanakan sesuai kebutuhan

SKPD/Unit Kerja masing - masing'

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Birpati ini dengan penempatannla dalam Berita Daerah Kabrrpaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongart
pada tanggal

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 2014

DAERAHSEKRET
KABUP

NIKO EMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN

tu

t2l

AHMAD YANTENGLIE

TAHUN NOMOR



C. CONTOH LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KATI NGAN
SEI(RETABIAT DEEBAII

Ja]anTjilikRiwutKm.2,5Telp.{o536)4041065,4o4L737.Fax.(0536)4041064

KASOITGAT

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEflGA

KEPUTUSAN KEPAI.A SKPD

NOMOR : ..'...'... TAHUN""""

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SKPD

KEPAI.A SKPD,

a. bahwa...- """"""""";
b. bahwa"... """""""""';
c. dan seterusnYa. """";

1. Undang- Undang-..-.. "'-"""""";
2. Peraturan Pemerintah """""""";
3. dan seterusnYa. """";

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPAI,A SKPD TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PADA SKPD

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal
KEPALA SKPD

NAMA
PANGKAT

NIP

Kasongan, 20L4

AHMAD YANTENGLIE



B. FORMAT IDENTIFIKASI KEBUTUHAN STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR

No. Kegiatan Yang

dilaksanakan sesuai

uraian ttrgas

Judul SOP Yatrg

diusulkan

Perkiraan

output/keluaran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

to
Contoh:

Menyelenggarakan

pelayanan

kepegawaian

Pelayanan cuti

pegawai

Dokumen/Surat

Cuti Pegawai
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Cara Pengisian:

(1)

{21

(3)

(4)

{s}

t6)

Nomor STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Diisi deugan nomor Yang diSTANDAR

OPERASIONALPROSEDURkan, yaitu (No

Kornponen, Unit Kerja, Bagian, No

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR}

Tanggal Pembuatan niiii dengan tanggal Pengesahan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal revisi biisi dengan tanggal STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR direvisi

Tanggal pengesahan Oiisi dengan tanggal mulai berlaku

Disahkart Disahkan oleh KePala SKPD

Nama STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

ffi d"*ga.;a$Ia prosedur Yang akan di
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURkan

17l

(8)

(e)

(10)

{1U

Dasar huktrm Diisi dengan perundang - undangan yang

mendasari prosedur

Kualifikasi pelaksana Diisi dengan Penjelasan mengenai
kualifikasi pegawai yang dibuhrhkan
dalam melaksanakam Perannya Pada
prosedur yang distandarkan

Keterkaitan Oiisi aengan per{elasan mengenai

keterkaitan prosedur yang distandarkan
dengan prosedur lain yang distandarkan

Peralatan/ perlengkaPan Diisi aengan penjelasan rnengenai daftar
peralatan dan PerlengkaPan Yang
dibuhrhkan

Peringatan Diisi dengan:
- Pe4ielasan mengenai kemungfuinaa -

kemrrngki:*an yalrg terjadi ketika
prosedur dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan

- Perfurgatan mem.berikan indikasi
berbagai permasalahan yang munglin
murrerrl dan berada di hrar kendali
pelaksana ketika Prosedur
dilaksanakan dan berbagai damPak
yaog ditimbulkan

- Dalam hal ini dilielaskan Pula
bagaimana cara mengatasinYa



Diisi dengan Penjelasan mengenai

berbagai hal yang perlu didata, dicatat

atau diparaf oleh seCap pegawai yang

berperan dalam pelaksanaan prosedur

yang telah distandarkan.

Pencatatan dan
pendataan

3. Uraian Prosedur

Cara Pengisran:
ffis sejak mulai sarn,ar

dihasilkannya sebuah output untuk setiap

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi kegiatan masing - masing

unit organisasi yang bersangkutan'

(1) Uraian
Prosedur

l2l Pelaksana Diisi dengan pelaksana keglatan yang Dersanrg,Kut:ur'

mulai aari;atatan tertinggi sampai dengan jabatan
raranr{ah ('fr rnosional umrrm / stafl

(3) Persyaratan Diisi dengan penjelasan mengenal etartar perararan
,:t o- narlan okanan wen g dibutuhkan.

(4) Wakttr Diisi dengan larna wakh: ]-ang drblltufir<an caizi:n
melakrrlran srratu oroses /kegiatan.
Oiisi dengan hasillkeluaran dari
proses/kegiatan

suatu
{5) 0utput

{6) Keteransan niisi apabila diperlukaq pgn"iglasg4-

4. Simbol - simbol
r"rryo*rnrn STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR pada akhirnya akan

merigarah pada terbentuknya diagram alur. yang menggambarkan aliran

aktivitas atau kegiatan masing masing unit organisasi' Untuk

menggarnbarkan aliran aktivitas tersebut, digunakan simbol sebagai berikut:



SIMBOL DEFINISI

Mulai/berakhir (terminator)
Simbol ini diguriakan urrtuk menggarrrbarkan awal dan akhir
suatu bagan alir.

Proses
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses

pelaksanaan kegiatan.

Pengambilan KePutusan
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan keputusan yang

harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan'

Dokumen
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis

dokumen sebagai bukti pelaksana"an kegiatan'

Penggaldaan Dokumen
Sim6of ini digunakan untuk menggambarkan penggandaan

dari semua jenis dokumen-

Y
Arsip Manual
SimLol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis
pengarsipan dokumen dalam bentuk kertas/manual'

Y
File
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis
penyimpanan dalam bentuk data / file.

O
Koneictor
Simboi ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan
aktivitas dalam satu halaman

T Konektor
Simboi ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan
alrtivitas daiam halamaa yang berbeda.

i1=
Garis alir
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses

pelaksanaan kegiatan'



C. CONTOH LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KATINCAN
SEI(rETARIAf DTERA}I

Jalan Tjilik Riwut Km. 2,5 Telp. {0536} 4041065, 4041737 - Fax' (0536} 4O41064

Menimbang

KASO IT GAI{

KEPUTUSAN KEPAI-A SNPD

NOMOR : ...-.-..-. TAHUN""""

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SKPD

KEPALA SKPD,

a. bahwa.... """""""""';
b. bahwa.... """""""""';
c. dan seterusnya, """";

1. Undang- Undang... '.""""""".'';
2. Peraturan Pemerintah .'"""""".';
3. dan seterusnYa. """";

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KBPALA SKPD TENTA}iG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PADA SKPD

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KDTIGA

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal
KEPALA SKPD

NAMA
PANGKAT

NIP

5eptembergl4

't}>J
\-{ ff G


